
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a.

b.

c.

d.

bahwa panas bumi adalah sumberdaya alam
yang dapat diperbarui, berpotensi besar dan
mempunyai peranan penting sebagai sumber
energi untuk menunjang pembangunan daerah;

bahwa pemanfaatan panas bumi relatif ramah
lingkungan, sehingga perlu didorong peningkatan
pengembangan dan pemanfaatannya untuk
memberikan nilai tambale secara nyata bagr
perekonomian daerah dan kesejahteraan
masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a
Undang-Undang l{omor 27 Tahun 2003 tentang
Panas Bumi, Pemerintah Daerah Provinsi
berwenang membentuk Peraturan Daerah bidang
pertambangan panas bumi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara tentang Pengelolaan Panas
Bumi;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO3 tentang
Panas Bumi (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 11"5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a3271;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25,
Tambahan l*tnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali

Mengingat : 1.

2.

3.
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4.

diubah terakhir kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2AO4
tentang Pemerintah Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48afl;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO4 Nomor 726, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38l;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a72al;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang
Penataan Ruang (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Propinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OOT
tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor
I32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a777);

5.

6.

7.

8.

9.

10.



11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2OlO
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Kegiatan Usaha
Panas Bumi (n embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5163);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2Ol2
tentang Jenis dan farif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan P"ajak yang Berlaku pada
Kementerian Energi' dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5276);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL2
tentang lzin l,ingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tairun 2Ol2 Nomor 48.,
Tambahan Lembaran NcSi;,rra Republik Indonesia
Nomor 5285);

14. Peraturan Menteri Ener.gr Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indone:s;ia Nomor 11 Tahun
2OO8 tentang Tata Cara l,cnetapan Wilayah Kerja
Pertambangan panas Burni ;

15. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonc;sia Nomor 11 Tahun
2009 tentang Pedc'man penyelen g&araara Kegiatan
Usaha Panas Bumi;

16. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2Ol2 tentang Penugasan Kepada pT. perusahaan
Listrik Negara (persero) Untuk Melakukan
Pembelian Tenaga Listrik Dari pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi Dan harga patokan
Pembelian Tenaga listrik oleh pT. -perusahaan
Listrik Negara (persero) Dari pembangkit Listrik
Tenaga panas Bumi;,

17. Peraturan Daerah Nomor g Tahun 2OOg tentang
Organisasi dan Trata Ker;a Dinas_Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOg Nomor g,
Tambahan Lembaran' Daerah provinsi sumatera
Utara Nomor 8).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMA]IERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERA,H TENTANG PENGELOI Artp
PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa1 I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Pr,cvinsi Sumatera Utara.

2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang panas bumi.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah

Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten/ Kotzr rii Sumatera Utara.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di
Sumatera Utara.

7. Dinas adalah Dinas Pertambangan Dan Energi
Provinsi Sumatera Utara.

8. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis,
adalah Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi
Provinsi Sumatera Utara, yang secara ex-officio
menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektur
Tambang di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh
penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpaj akan.

1O. Inspektur Tambang adalah Pejabat yang
mempunyai tuga.s dan fungsi pengawasan di
bidang teknik pertambangan panas bumi di
lingkungan Pem.erintah Daerah.



11. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang
terkandung di dalam air panas, uap air dan
batuan bersama rnineral ikutan dan gas lainnya
yang secara genetik semuanya tidak dapat
dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan
untuk pemanfaatannya diperlukan proses
penambangan.

12. Pengeiolaan Panas Bumi adalah pengelolaan
dalam arti luas mencakup segala kegiatan
inventarisasi, survei pendahuluan, pengelolaan
informasi, perizinan, peffibinaan dan
pengawasan dalam pengelolaan pertambangan
panas bumi.

13. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha
yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi
keiayakan dan eksploitasi.

I4.Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, yang
selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk
melaksanakan 'usaha pertambangan panas
bumi.

15. Surver Pendahuluan adalah kegiatan yang
meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian
data yang berhubungan dengan informasi
kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk
memperkiralcan letak dan adanya sumber daya
panas bumi serta wilayah kerja.

16. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang
meliptrti penyelidikan geologi, geofisika,
geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur
eksplorasi yang berttg'uan untuk memperoleh
dan menambah informasi kondisi geologi bawah
permukaan guna menemukan dan mendapatkan
perkiraan potensi panas bumi.

17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan panas bumi untuk memperoleh
informasi secarzi rinci seluruh aspek yang
berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha
pertambangan panas bumi, termasuk
penyelidikan atau. studi jumlah cadangan yang
dapat dieksploitasi.

18. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada
suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi
pemboran sunur pengembangan dan sumLtr
reinjeksi, pembarngunan fasilitas lapangan clan
operasi prodtrksi sumber daya panas bumi.

19. Wilayah Kerja Pertambangan panas Bumi, yang
selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalafr
wilayah yang ditetapkan dalam IUp.



20. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha
pemanfaatan energi dan/atau fluida panas bumi
untuk keperiuan non listrik, baik untuk
kepentingan umum maupun untuk kepentingan
sendiri.

21. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga
listrik adalah lilegiatan usaha pemanfaatan
energi panas bumi untuk pembangkit tenaga
listrik, baik untuk untuk kepentingan umum
maupun untuk kepentingan sendiri.

22. Bad,an Usaha adalah setiap badan hukum yang
dapat berbentuk badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta
yang didirikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
menjalankan jenis usaha tetap dan terus-
menerus, bekerja dan berkedudukan dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Pelelangan Wilayah Kerja adalah penawaran
Wilayah Kerja tertentu kepada badan usaha
sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan
IUP.

24. Pembinaan adalah segaia usaha yang mencakup
pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan,
pelatihan dan peny.uluhan dalam pelaksanaan
pengelolaan panas bumi.

25. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan
untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-
undangan agar pengelolaan panas bumi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di biclang panas bumi.

BAB iI
MAKSIJD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengelolaan panas bumi dimaksudkan untuk
mengembangkan deul mendayagunakan sumberdaya
alam panas bum:i melalui pengelolaan dan
pengusahaan secara optimal, efisien, transparan,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta
berkeadilan, Buna memperoleh rnanfaat sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan daerah.



Bagian Kedua

T\rjuan

Pasal 3

T\rjuan pengelolaan panas bumi adalah :

a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan usaha pertambangan
panas bumi untuk meningkatkan nilai tambah
bagi perekonomia,n daerah dan kesejahteraan
ralryat;

b. menjamin tersedianya perencanaan dan
pemanfaatan pana.s bumi sebagai sumber energi;

c. mengembangkan kemampuan daerah di bidang
pengelolaan panas bumi melalui penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan
panas bumi;

d. mengembangkan pola kemitraan dan
pemberdayaan masyarakat; dan

e. menjamin kepastian
penyelenggaraan kegiatan
panas bumi di daerah.

usaha pertambangan

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Fluang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan panas bumi, meliputi :

a. inventarisasi potensi panas bumi;
b. wilayah kerja pertambangan panas bumi;
c. izin usaha pertambangan panas bumi;
d. peiaksanaan kegia.tan izin usaha pertambangan

panas bumi;
e. hak dan kewajiban;
f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
g. pendapatan daerah;

h. pembinaan dan pe,ngawasan.

hukum dalam



Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah daiam pengelolaan
panas bumi, meliputi :

a. pembuatan
daerah;

peraturan perundang-undangan

b. pemberian IUP, pembinaan dan pengawasan
usaha pertambangan panas bumi pada wilayah
lintas kabupaten/ kota;

c. pembinaan dan pengawasan usaha
pertambangan panas bumi yang berdampak
lingkungan langsung lintas kabupaten/kota;

d. pengelolaan informasi geologi dan potensi panas
bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota;

e. inventarisasi dan pen5rusunan neraca
sumberdaya dan cadangan panas bumi di
Provinsi.

BAB IV
INVENTARISASI POTENSI PANAS BUMI

Pasal 5

(1) Gubernur melaksanakan inventarisasi potensi
panas bumi melalui kegiatan survei
pendahuluan.

(2) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaku.kan pada wilayah lintas
kabupaten/kota.

(3) Dalam melaksarrakan survei pendahuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur
berkoordinasi dengan Menteri dan
Bupati/Walikota.

(4)Pelaksanaan sunrei pendahuluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

(5) Dalam hal dibutuhkan pelaksanaan survei
pendahulual seba.gaimana dimaksud pada ayat
(4) dapat dilakukan Dinas bekeq'asama dengan
Perguruan Tinggi serta Badan penelitian dan
Pengembangan Daerah.
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(1)

Pasal 7

Pengumpulan data hasil survei pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dicatat dan disusun untuk setiap wilayah yang
dilengkapi dengan batas, koordinat, dan lua.s
wilayah.

Gubernur wajib m.enyampaikan data hasil survei
pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Menteri untuk penyiapan dan
penetapan Wilayah Kerja.

Pasal 8

(1) Data hasil survei pendahuluan sebagaimana
dimaksud dalarn Pasai 7 ayat (1) digunakan
sebagai dasar penyusunan informasi geologi dan
potensi panas bumi pada wilayah iintas
kabupatenlkota.

(2) Pengelolaan informasi geologi dan potensi panas
bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan untuk pengembangan panas bumi
pada wilayah lintas kabupatenf kota.

(21

Pasal 9

Gubernur dapat mengusulkan
wilayah untuk dilakukan
pendahuluan oleh pihak lain.

kepada Menteri suatu
penugasan survei

BAB V

WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu

Penawaran Wilayah Kerja

Pasal 10

(1) Kegiatan pengusahaan sumberdaya panas bumi
dilaksanakan pacla suatu Wiiayah Kerja yang
ditetapkan oleh Menteri.

(2) Gubernur menawarkan Wiiayah Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
badan usaha dengan cara lelang melalui media
cetak, media elektnonik dan media lainnya.

(3) Dalam melaksana.kan penawaran Wilayah Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Gubernur
membentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.
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Bagian Kedua

Keanggotaan Panitia LeLang

Pasal I 1

(1) Panitia Peleiangan Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari
perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota terkait.

(2) Ketua Panitia Pelelangan Wilayah Kerja
sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) diiabat oleh
Kadis.

(3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia
Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1.) meliputi :

a. men5rusun jadwal dan menetapkan lokasi
pelelangan Wilayah Kerja;

b. menyiapkan dokumen lelang;

c. mengumumkan pelelangan Wilayah Kerja;

d. menilai kualifikasi badan usaha melalui
prakualifikasi;

e. melakukan eva.luasi terhadap penawaran yang
masuk;

f. mengusulkan calon pemenang;

g. membuat berita acara pelelangan Wilayah
Kerja.

(4) Dalam hal diperlukan, Panitia Pelelangan Wilayah
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) dapat menunjuk tenaga ahli sebagai
narasumber dari kalangan akademisi, asosiasi
profesi panas bumi, atau praktisi.

(5) Anggaran biaya pelaksanaan pelelangan Wilayah
Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
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Bagian Ketiga

Persyaratan Peserta Lelang

Pasal 12

(1) Untuk mengikuti lelang Wilayah Kerja, badan
usaha peserta ielang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) harus memenuhi
persyaratan:
a. administratif;

b. teknis; dan

c. keuangan.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurrrf a paling sedikit meliputi :

a. surat permohonan IUP kepada Gubernur;

b. identitas pemohon lakta pendirian
perusahaan;

c. profil perusahaan;

d. nomor pokok wajib pajak;

e. surat pernyataan kesanggupan membayar
harga dasar dat-a Wilayah Kerja;

f. surat pernytrtaan kesanggupan membayar
kompensasi data (awa.rded compensation)
kecuali untuk pihak lain yarig mendapat
penugasan sunrei pendahuluan;

g. surat pernyataan kesanggupan menempatkan
dana jaminan pelaksanaan kegiatan
eksplorasi.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :

a. rencana tel<nis eksplorasi atau studi
kelayakan;

b. rencana jadwal ekspiorasi atau studi
kelayakan;

(4)Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c pa-ling sedikit meliputi :

a. kemampuan pendanaan;

b. bukti penempatan jaminan lelang minimal
2,5 o/o dari rencana biaya eksplorasi tahun
pertama dari bank pemerintah atas nama
Panitia Pelelangan Wilayah Kerja;
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(5) Jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b akan dikembalikan kepada
badan usaha yang kalah lelang-

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata
cara pelelangan diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Bagian Keempat

Evaluasi Penawaran

Pasal 13

(1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) rnelakukan
evaluasi terhadap penawaran yang masuk
melalui mekanisme evaluasi tahap kesatu dan
evaluasi tahap ked.ua.

(2) Evaluasi tahap kesatu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi evaluasi administratif,
teknis, dan keuangan.

(3) Evaluasi tahap kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi evaluasi harga uap atau
harga tenaga listrik yang dikaitkan dengan
evaluasi teknis dan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan
perundang-undangan.

(4) Penentuan peringkat calon pemenang lelang
Wilayah Kerja dilakukan berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

Tata cara evaluasi administratif, teknis dan
keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal i3
ayat (21 diatur iebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

Bagian Kelima

Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja

Pasal 15

(1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal iO ayat (3) wajib
mengusulkan peringkat calon pemenang lelang
Wilayah Kerja termasuk membuat berita acara
pelelangan Wilayal'r Kerja kepada Gubernur.
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(2) Gubernur menetapkan badan usaha pemenang
lelang Wilayah Kerja berdasarkan usulan
peringkat calon pemenang lelang Wilayah Keda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Gubernur memberitahukan secara tertulis
penetapan pemenang lelang kepada badan usaha
pemenang lelang Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (21.

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
Bagian Kesatu

Tata Cara pemberian IUp

Pasal 16

(1) Sebelum diberikan IUp oleh Gubernur, badanusaha pemenang lelang Wilayah Kerja
sebagaimana dirnaksud dalam pasal 15 ayat ('2)

falam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluhj
hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapklnnya
sebagai pemenang lelang Wilayah Keda *ajiU
menyelesaikan kervajiban yang meliputi :

a. membayar harga dasar data Wilayah Kerja;
b. membayar kompensasi d.ata (awarded

compensation) kepada badan usaha yang
melakukan penugasax survei pendahuluan
tetapi tidak menjadi pemenang lelang Wilayah
Kerja ; dan

c. menempatkan dana jaminan pelaksanaan
eksplorasi pada rekening bersama antara
badan usaha pemenang lelang dengan
Gubernur pada bank pemerintah.

(21Tata cara pembayaran dan besaran harga dasar
data Wilayah Kerja, kompensasi data (awarded
compensation) dan dana jaminan pelaksanaan
eksplorasi sebagairrrana dimaksud paaa ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan ketentuin p..Ltrrr"r,
perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam hal badan usaha pemenang lelang Wilayah
Kerja tidak memenuhi kewajibarrrryi daiamjangka waktu sebagaimana dimaksld dalam
Pasal 16 ayat (1) dinyatakan gugur , badan usahaperingkat berikutnya langsung ditetapkan
menjadi pemenang lelang Wilayah Kerja oleh
Gubernur.
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(2) Dalam hal badan usaha dinyatakan gugur
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), maka
jaminan lelang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (4) huruf b menjadi milik negara
dan di setorkan ke kas negara oleh Panitia
Pelelangan Wilayah Kerja.

(3) Badan usaha pemenang ielang peringkat
berikutnya sebaga.imana dimaksud pada ayat (1)
wajib memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam P'asal i6 ayat (1).

(4) Ketentuan' lebih lanjut mengenai tata cara
penempatan dan pencairan kembali dana
jaminan lelarrg dan dana jaminan pelaksanaan
eksplorasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

Bagian Kedua

Pemberian IUP

Pasal 18

(1) Usaha pertambangan panas bumi meliputi
a. Eksplorasi;
b. Studi Kelayakan;
c. Eksploitasi.

(2) Usaha pertambangan panas bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilaksanakan oleh badan usaha setelah
mendapat IUP dari Gubernur.

(3) Gubernur memberikan IUP kepada badan usaha
pemenang lelang Wilayah Kerja yang telah
menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1).

(4) Setiap badan usaha hanya dapat mengusahakan
I (satu) Wilayah Kerja.

(5) Dalam hal badan usaha akan mengusahakan
beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan
hukum terpisah untuk seLiap Wilayah Kerja.
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Bagian Ketiga

Jangka Waktu dan Luas

Pasal 19

(1) IUP dapat diberikan dalam jangka waktu paling
lama 35 (tiga puluh lima) tahun untuk kegiatan
yang meliputi :

a. eksplorasi, berlaku dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
paling banyak 2 (dua) kali masing-masing
selama 1 (satu) tahun;

b. studi kelayakarn, berlaku dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun;

c. eksploitasi, berlaku dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang.

(2) Jangka waktu eksploitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dapat diperpanjang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Luas Wilayah Kerja untuk eksplorasi yang dapat
diberikan kepada badan usaha pemegang IUP
tidak boleh metebihi 2OO.O0O (dua ratus ribu)
hektar.

(2) Luas Wila-vah Kerja untuk eksploitasi yang dapat
diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh
melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN USAHA

PERTAMBANGAN PAI.{AS BUMI

Bagian Kesatu

Eksplorasi

Pasal 21

(1) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana
jangka panjang eksplora.si kepada Gubernur c.q.
Kadis paling lambat 3(tiga) bulan sejak IIJP
diberikan.
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(1)

(2)

(2) Rencana jangka panjang eksplorasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana
kegiatan dan rencana anggaran eksplorasi.

(3) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana
kerja dan anggaran belanja tahunan eksplorasi
kepada Gubernur c.q. Kadis paling lambat 2 (dua)
bulan sebelum rencana kerja dan anggaran
belanja tahunan berjalan.

(4) Tata cara penlrusunan rencana kegiatan dan
rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 serta rencana kerja dan anggaran belanja
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan evaluasi rencana
eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2L ayat (1) dan ayat (3).

Gubernur dapat m€nyampaikan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
badan usaha pemegang IUP.

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan penyampaian hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Dinas.

Pasai 23

Dalam jangka waktu paiing lama (enam) bulan
seteiah IUP ditetapkan, sesuai dengan rencana
kegiatan dan rencana anggaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), pemegang IUP
wajib memulai kegiatannya.

Bagian Kedua

Studi Kelayakan

Pasal 24

Pemegang IUP dapat melakukan studi kelayakan
setelah menyelesaikan eksplorasi dan
menyampaikan laporan eksplorasi rinci kepada
Gubernur c.q. Kadis,

(3)
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(1)

(2)

Pasal 25

Pemegang IUP wajib mengajukan rencana jangka
panjang studi kelayakan kepada Gubernu, 

".q.
J<adi_s paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
berakhirnya kegiatan eksplorasi.
Rercana jangka panjang studi kelayakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
rencana kegiatan dan rencana anggaran studi
kelayakan.

Pengajuan rencana jangka panjang studi
kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan melampirkan dokumen :

a. tanda bukti pembayaran iuran tetap
eksplorasi yang terakhir;

b. hasil eksplorasi rinci terakhir; dan
c. rencana perubahan wilayah ke4'a.

Pasal 26

Rencana kegiatan studi kelayakan sebagaimana
dimaksud ddam Pasal 24 ayat (1) meliputi :

a. jadwal studi kelayakan;

(3)

(1)

(21

(3)

b. rencana kegiatan dan rencana
kelayakan; dan

anggaran studi

c. rencana studi analisis mengenai dampak
lingkungan.

Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana
kerja dan anggaran belanja tahunan studi
kelayakan kepada Gubernur c.q. Kadis paling
lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan
anggaran belanja tahunan berjalan.
Tata cara penJrusunan rencana kegiatan dan
renca-na anggaran studi kelayakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), serta rencana
keda dan anggaran belanja tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal27

(1) Gubernur melaksanakan evaluasi rencana studi
kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal
25 ayat (2) dan dalam Pasal 26 ayat (2|.

(21 Gubernur menyampaikan hasil eva-luasi
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) kepada
badan usaha pemegang IUP.
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(3) pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat_!l),.dr1 pr.ry.*p.i.., hasil evaluasi
;?fffiHya dimaksrJ"p"a. .v", Bi aiiur..rr..r,

Bagian Ketiga

Eksploitasi

(1) 
f:.T"qu"* -ly.l, fi:? ?.ur.,,r.",, eksproitasisererah menyeresailan ;;;;^l;i;";ili danmenyampaikan l'poran hasil 

","ai,IJ"y"r..r,kepada Gubernur c.q. Kadis.
(2) Penyampaian.has' studi kelayakan sebagaimanadimaksud pada. 

"y.iiii;.*"n metampirkan 
:a. rencan" i11g\" panjang ef,sploita",:---^ 

--*,
b. keputuu"" f.Lf 

"j"f.#'iir*f.r.r*an berdasarka'hasil kEran analisisringkungan 
11",,. o"[:ff;J# ,iS:*

pengelolaan fngkungan dan ,p.y"pemantauan lingkung.rrl
(3) Penyampaian hersii studi kelayakan sebagaimanadimaksud p:g", 

"r* Jrj'"iil.k".r,akan- sesuai
:n:X?*r.ketentuan fl'u1,,r"., pen:ndang-

pasal 29
(1) Rencana jangka panjang eksploitasis e b a gai m..ra a i ni 

"k 
s u a d:F- b? s a r z? "Jya t 

1 
2 1

huruf a melipud ;;;;ii.giutun dan ,..,"*,r.anggaran eksploitasi.
(2) Rencana kegiatan dansebagaim"t. Jir',"r.""al"i rencana angaran

a. rolasi tiiL ii,l p;*.ffi:X;#: (1) meriputi :

b. kegiatan pengembangan sumur produksi.
c. pembiayaan;

d. penyiapan saluran pemipaan produksi; dan
e. rencana pemanfaatan panas bumi;

't' [:ff-#f 
"lYl.:rib . -g'{ampaikan rencana

r.p. a. 
-b;:iff 

: "" i:, T*,si:T,ro .,:Hi*r,
f .f*,?Tn:'ff **l*# r.i. o.-., 

,;;;l-",
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(4) Tata cara pen)-usunan rencana kegiatan dan
rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), serta n-encana kerja dan anggaran
belanja tahurran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal 30

Gubernur melakukan evaluasi rencana
eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) dan ayat (3).

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
badan usaha pemegang IUP.

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan penyampaian hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan
oleh Dinas.

Bagian Keempat

Penghentian Sementara Kegiatan IUP

(1)

(2)

(3)

(1) Penghentian

Pasal 31

sementara pengusahaan
sumberdaya panas bumi dapat dapat diberikan
kepada pemegang IUP dalam hal terjadi keadaan
kahar dan/atau keadaan yang menghalangi
sehingga menimbulkan penghentian sebagian
atau seluruh kegiatan usaha pertambangan
panas bumi.

(2) Permohonan penghentian sementara
panas bumipengusahaan sumberdaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Gubernur c.q. Kadis dalam
jangka waktu paling lambat L4 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya
keadaan ,kahar dan/ata.u keadaan yang
menghalangi.

(3) Gubernur mengeluarkan keputusan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak permohonan penghentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2|
diterima, dengan ketentuan diberikan paling
lama 1 (satu) ta.hun dan dapat diperpanjang
paling banyak 1 (satu) kali untuk I (satu) tahun.
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(4j Pemberian penghentia.n sementara pengr;sahaan
sumberdaya panas bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ticlak mengurangi inasa berlaku
IUP.

Ragian Kelima

Pengemba.lian Wila5ra[ Kerja

Pasal 32

Pemegang iUP dapat mengembalikan sebagian
Wilayah Kerjanya kepada Gubernur c.q. Kadis
sebelum jangka waktu IUP berakhir.

Dalam hal pemegang IUP mengembalikan
seluruh Wilayah Kedanya, terlebih dahulu wajib
menyampaikan data dan kewajiban lain yang
tercantum dalam IUP.

Tata cara dan persyaratan pengembalian
Wilayah Kerja. sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), atau ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan pen:ndang- undan gan.

Ilagian Keenam

Berakhirnya IUP

Pasal 33

IUP berakhir karena :

a. habis masa berlakunya;
b. dikembalikarr; atau
c. dicabut.

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam
IUP telah berakhir dan permohonan
perpanjangan IUP tidak diajukan atau
permohonan pelpanjangan IUP tidak memenuhi
persyaratan, IUP rlinyatakan berakhir.
Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali ILfp
dengan pernyaraan tertulis kepada Gubernur
disertai alasan )/ang jelas.

Pengembalian II.IP sebagaimana dimaksud pa,Ja
ayat (3) dinyatakan sah setelah clisetujui oleh
Gubernur.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2',1

(3)

(4)
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(s) IUP dicabut karena :

a. pemegang IUP melakukan pelanggaran
terhadap salah satu persyaratan yang
tercantum dalam IUP; atau

b. pemegang IUP tidak memenuhi persyaratan
yar:g ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Sebelum IUP dicabut sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) terlebih dahulu memberikan
kesempatan sela.ma jangka waktu 6 (enam) bulan
kepada pemegang IUP untuk memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 34

Dalam hai IUP berakhir karena alasan
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 33 ayat (1),
pemegang IUP wajib memenuhi dan
menyelesaikan segala kewajibannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Gubernur menetapkan persetujuan pengakhiran
IUP setelah pemegang IUP melaksanakan
pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di
Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1).

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 35

Pemegang IUP berhak untuk melakukan
kegiatan usaha pertambangan panas bumi
berupa eksplorasi, studi kelayakan, dan
ekspioitasi di Wilayah Kerjanya, sesuai
peraturan perundang-undangan.

(6)

(1)

(2)

(1)
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(2) Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan
panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pemegang IUp berhak :

a. memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah
Kerjanya;

b. menggunakan sarana dan prasarana umum
setelah memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. memanfaatkan sumberdaya panas bumiuntuk pernanfaatan langsung sesuai
peraturan perundang-undang an dan / atau

d. memanfaatkan sumberdaya panas bumi
untuk pemanfaatan tidak langsung sesuai
peraturan perundang-undangan.

I3agian Kedua

Kewajiban

Pasal 36

Pemegang IUp wajib :

a. memahami 
911 mematuhi peraturan perLlndang_

undangan di bidang kesehatan dan keselamatan
kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi
standar teknis pertambangan panas bumi;

b. mengelola ling_kungan hidup mencakup kegiatan
pencegahan 

_dan penanggulangan p"rr""rriu.r"rr,
pemulihan fungsi lingkungan hidup, serta
melakukan reklamasi dan pascatamb.rrg;

c. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa sertakemampuan rekayasa dan ."rr"arrg bangun
dalam negeri secara transparan dan beisaing;

d. memberikan dukungan terhadap kegiatan_
kegiatan penelitian dan p.rg"*b"rrg"ri ilmu
pengetahuan dan teknologi panas bumi;-

e. memberikan dukungan terhadap kegiatanpenciptaan, pengembangan kompetensi" danpembinaan sumber dayi manusil di bidang
panas bumi;

f. melaksanakan program
pemberdayaan masyarakat

pengembangan dan
setempat;
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ctb'

h.

J.

(1)

(2t

memberikan laporan tertulis secara berkala atas
rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha
parlas bumi kepada Gubernur;

mematuhi setiap ketentuan yang tercarrtum
dalam IUP;

membayar pendapatan daerah dan penerimaan
negara sesuai pera.turan perundang-undangan;

mentaati budaya masyarakat setempat
berdasarkan kearifan lokal.

BAB IX

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Pasal 37

Pemegang IUP wajib melaksalakan program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
di sekitar Wilayah Kerjanya.

Program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) meliputi keikutsertaan dalam
mengembangkan dan memanfaatkan potensi
kemapuan masyarakat- dengan cara :

a. menggunakan tenaga kerja, jasa dan produk
lokal sesuai dengan kompetensi/spesifikasi
yang dibutuhkan;

b. membantu pelayanan sosial masyarakat;

c. membantu peningkatan kesehatan,
pendidikan clan pelatihan masyarakat;
dan/atau

d. membantu pengembangan sarana
prasarana.

dan

Pasal 38

Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan
pemberdayaan masyaralat sebagainana d"imaksud
dalam pasal 37 ayat (1), pemegang IUp berkonsultasi
dengan Pemerintah Daerah dan pemerintah
Kabupaten/Kota.
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(1)

{2\

(3)

(4)

BAB X

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 39

Pemegang IUP wajib membayar pendapatan
daerah dan penerimaan negara bukan pajak,
sesuai peraturan perundangan-undangan.

Penerimaan neglara bukan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. iuran tetap;

b. iuran produksi; dan

c. bonus.

Penerimaan negara bukan pajak merupakan
penerimaan Pernerintah dan Pemerintah Daerah
yang pembagiannya dilakukan berdasarkan
ketentuan peratlrran perundang-undangan.

Ketentuan jenis dan tarif penerimaan negara
bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

(1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
pengelolaan usaha pertambangan panas bumi
yang dilakukan Bupati/Walikota berdasarkan
pelimpahan sebagian kewen angan Pemerintah.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan
pelaksanaan kebijakan, pedoman, bimbingan,
fasilitasi, arahan, supervisi, pemantauan dan
pelatihan dalam hal :

a. pelaksanaan su.rvei pendahuluan;

b. penawaran Wilayah Kerja;

c. perizinan;

pembinaan dan pengawasan terhadap
pemegang IUP; dan

pengelolaan data dan informasi panas bumi.

(2)

d.

e.
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Pasal 4 I

(1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan
penga\^/asan terhadap pelaksanaan kegiatan
usaha pertambangan panas bumi yang
dilakukan oleh pernegang IUP.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksurd pada ayat (1) meliputi :

eksplorasi;

studi kelayakan;

eksploitasi;

keuangan:

pengolahan daLa panas bumi;

konservasi bahan galian;

keselamatan dan kesehatan kerja;

pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;

pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta
kemampuan rekayasa dan rancang bangun
dalam negeri;

pengembangarn tenaga kcrja indonesia

pengembangan lingkungan dan
pemberdayaan masyarakat setempat;

penguasaan, pengembangan, dan penerapan
teknologi pertambangan panas bumi;
kegiatan lain di bidang kegiatan usaha
pertambangan panas bumi sepanjang
menyangkut kepentingan umum;
penerapan kaidah keekonomian dan
keteknikan yang baik.

Pelaksanaan
sebagaimana
dan dalam
Dinas.

PasaI 42

pembinaan dan pengawasan
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7),

Pasal 4I ayat (1) dilakukan oleh

(21 Khu.sus pengawasan terhadap pelaksanaan
keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan
lingkungan, dan teknis pertambangan panas
bumi dilaksanal<an oleh Inspektur Tambang.

J.

k.

1.

m.

n.

(1)
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(1)

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Setiap pemegang IUP yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalarrr Pasal 2I ayat (1), atau ayat (3),
Pasal 23, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (21,
Pasal 28 ayat (I), dan ayat (21, Pasal 29 ayat (3),
atau Pasal 36, dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan

eksplorasi, studi keiayakan, atau eksploitasi;
atau

c. pencabutan IUP.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik
tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana
sebagaimana dirrnaksud dalam Peraturan Daerah
ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan
perundang-undangan.

(2) Penyidik Pega',r'ai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari
seseorang tentang adanya tinda pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu
ditempat kejadian dan rnelakukan
pemeriksaan;

c. men)ruruh berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanCa pengenal diri tersangka;

d. rnelakukan penyitaan benda danf atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil seseorang untuk drjadikan
tersangka atatr saksi;

(2)



27

mendatangkan orang ahli yang diperlukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara;

menghentikan penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak
terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana, dan
selanjutnya rnemberitahukan hal tersebut
kepada Penuntut lJmum, tersangka dan
keluarganya; dan

mengadakan tindakan lain menurut hukum
yang dapat dipentanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha
pertambangan panas bumi tanpa IUp
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
dikenakan sanksi pidana penjara dan denda
sesuai peraturan perundang*undangan.

(2) Pemegang IUP yang melakukan kegiatan usaha
pertambangan panas bumi di luar Wilayah
Kerjanya sebagain'r.ana dimaksud dalam pasal
10 ayat (1) diancam pidana penjara paling
lama 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi
Rp 5O.000,000,00 (1ima puluh juta rupiah)

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Semua kontrak kerja sama pengusahaan panas
bumi yang telah ada sebelum berlakunya peraturan
Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai
berakhirnya masa kontrak.

ob'

h.
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BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasd 47

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah
ini--sepanjang teknis pelaksanaarrnp ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Gubernur.

Pasal 48

Perahrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggat
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah provinsi
Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Februari 2OI3

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal tq Fo"nrytci Ntt

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013

NOMOR '))
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2OI2

TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan
bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besanrya
kemakmuran rakyat. Sumberdaya alam panas bumi merupakan
kekayaan alam yang dapat diperbarui sebagai karunia Ttrhan Yang
Maha Esa dikuasai oleh negara. Pelaksanaan penguasa€rn negara
terhadap panas bumi dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota sesuai
kewenangannya.

Potensi sumberdaya panas bumi di Sumatera Utara
mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan
secara optimal, terutama untuk memenuhi keperluan tenaga listrik
dan kepentingan lain secara langsung. Dengan demikian,
pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien,
transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan
agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk mendorong
perfumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan
rakyat.

Peraturan Daerah ini didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2OO3 tentang Panas Bumi berikut Peraturan
Pelaksan aataraya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OO3

dan Perahrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupatenl Kota..

Pengaturan pengelolaan panas bumi dalam peraturan ini
meliputi inventarisasi potensi panas bumi, wilayah kerja
pertambangan panas bumi, izin usaha pertambangan panas bumi,
pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan panas bumi, hak dan
kewajiban, pengembangan dan pemberdayaafl masyarakat,
pendapatan daerah, serta pembinaan dan pengawasan kegiatan
usalra pertambangan panas bumi.

Guna memberikan landasan hukum bagr penyelenggaraan
pengelolaan dan pengusahaan panas bumi, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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IX. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

, Cukup jelas.
I

Pasai 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasai 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jeias.

Huruf d

Yang dimaksud dengan neraca sumberdaya crancadangan panas btrmi adalah neraca yang
menggambarkan jumlah sumberdaya, caaangan]rencana pengembangan, dan prakiraan kebutuhan

_ energi panas bumi secara regional.
6

Cukup jelas.

7

Ayat (1)

Cukup.jelas.

Ayat (2)

Penetapan Wilayah Kerja merupakan kewenangan
Menteri.

P4saI 8

i Crrt rrp jelas.

Pasal 9

, Yang dimaksud 
-d_engan 

pihak rain adalah badan usaha yangmempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan, penugasan survei pendahahuluarr.
Pemberian penugasan survei pendahuluan merupaka'
kewenangan Menteri.

l

i

Prisal

I

Pasal
I

I

l
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Pasal 10

Ayat (1)

, Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nTredia lainnya adalah:
a. kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan

Dan Konservasi Energi Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral.

. b. kantor Dinas Pertarnbangan Dan Energi Provinsi
I gumatera Utara.

c. kantor Instansi Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Panas Bumi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat ft)
Huruf a

Kemampuan pendanaan antara lain berupa
penyampaian laporan keuangan tahun terakhir
yang telah diaudit.

Huruf b
Penempatan jaminan lelang merupakan syarat
badan usaha sebagai bukti kesungguhan
mengikuti lelang Wilayah Kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.
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i

I

I

Papal 13
Ii Cukup jelas.

Pal'saf t+
I

Cukup jelas.

Pasal 15
I

Cukup jelas.

Pasal L6

Ayat (t)

Huruf a
Harga dasar data Wilayah Kerja adalah bonus,menrpakan penerim?.r, negara bltan p"jat.
Harga dasar data Wilayaf, Kerja dit A;k;n otehMenteri.

Hunrf bI Besaran koTq"l:asi data (awarded compensation)ditetapkan oleh Menteri.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 17

, Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 2O

; Cukup jelas.

Pasal 21

' Cukup jelas.
j

Pqsal 22

; Cukup jelas.
I

Pasal 23
II Cukup jelas.
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l

PaPal 24

! CuXuP jelas'

Pqsat 25

\ crttt'P jelas'
I

Papal 26

i cl-ttt"P jelas'

PAsaI2T
I

i cuxuP jelas'

Pdsal 28
I

i c.,ttttP jelas'
I

PJsal 29
1

, CutuP jelas'

Pasal 30

CukuP jelas'

Pasal 31

AYat (1)
Yang dimaksud - 

dengan '"kead1an 
kahar antara lain

p"rt:"g, rt"Y?*an 
-sipit' p"'iu"'o"takant epidemi'

s;;;'bumi' b;;i;' t."t"kTi:'- a"" lain-lain bencana

+ ru t*n5"rffi!Hi3HH?al",, gh.ran gi antara rain

I bloliade, o"*orJilil";;;-"["it'"t--p?tburJhan 
di luar

kesalahan p"G"'; tul-- udY,At3i'k"'1*"tilil

Perundangan-undangan 
t"lg, #;;;;;; Yans

;;tgtt"*6"t kegiatan usana

l Uerjalan'

' Fryat (21

CukuP jelas'

AYat (3)

CukuP jelas'

Ayat 
$L- dimaksud dengan tjda| mengulangi. masa berlaku

IUP adalah u"t'i'J"-ptmberian- pJ-tgft"ttti"tt sementara

tidak dihitung "J"?"i*asa 
berlaku IUP'

PasaJ. 32

i CukuP jelas'

Pasal 33

CukuP jelas'
i
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Pasal 34

; Cukup jelas.
I

Pasal 35

, Cut np jelas.

Pasal 36
i

Cukup jelas.
:

Pasal 37

r Cukup jelas.

Palsal 38
ij Cukuo ielas.i^-
I

Pdsal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan iuran tetap adalah iuran
yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan
atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan
eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.

Huruf b
Yang dimaksud dengan iuran produksi adalah
iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil
yang diperoleh dari usaha pertambangan panas
bumi.

Huruf c
Yang dimaksud dengan bonus adalah harga dasar

I Wilayah Kerja yang dibayarkan kepada negara.

Ayat (3)
ukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Pasal 4O

Cukup jelas.

Pasal 41.

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.
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Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
:

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATBRA UTARA
i-NOMOR "t
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